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Bagaimana kondisi pabrik gula yang ada di Indonesia saat ini? 

- Kebanyakan pabrik gula yang ada di Indonesia tidak punya lahan, 

mungkin sebagian ada juga yang memiliki lahan tetapi lahan tersebut 

masih kurang memadai karena sempitnya lahan sehingga kita kekurangan 

bahan baku utama yaitu tanaman tebu. 

Bagaimana cara pabrik gula memperoleh tebu yang merupakan bahan baku utama 

dalam proses produksi? 

- Untuk memperoleh tanaman tebu yang memadai kita disini melakukan 

kerjasama bersama dengan petani, kita menyebutnya sebagai sistem 

kemitraan. Selain itu kita juga melakukan sistem sewa lahan dengan 

petani. 

Bagaimana kerjasama yang terjalin antara pabrik gula dengan petani tebu? 

- Pabrik gula disini itu tidak punya lahan, petani punya lahan. Oleh karena 

itu kami melakukan kerjasama. Caranya bisa sewa lahan dan bisa juga 

dengan melakukan sistem kemitraan. Kalau sewa itu hasil gulanya milik 

pabrik gula sepenuhnya, petani tidak ikut andil dalam proses mulai ndari 

pra-tanam sampai pasca tanam. Kalau kemitraan hasilnya dibagi dua, 

karena pabrik gula dan petani itu melakukan kerjasama bersama mulai dari 

pra sampai pasca tanam. 

Apakah yang dimaksud dengan kemitraan? 

- Kemitraan adalah kerjasama bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau 

lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan, saling 

memperkuat, dan saling memiliki kesetaraan antar pihak yang bermitra 

dengan mengandalkan prinsip kesetiaan, transparansi, bermanfaat, dan 

menguntungkan. 



Bagaimana pola bagi hasil yang dilakukan oleh petani dan pabrik gula? 

- Untuk pola bagi hasil kita presentasenya itu berdasarkan rendemen yang 

ada pada tanaman tebu, jika semakin tinggi kandungan rendemen dalam 

tebu maka semakin besar pula pembagian bagi hasil tersebut. Tetapi pada 

umumnya pembagian itu berkisar 34% untuk pabrik gula dan 66% untuk 

petani. 

Sebanarnya rendemen itu apa? 

- Rendemen itu adalah kandungan gula yang sudah diekstrak, jadi rendemen 

itu adalah kadar gula yang ada ditebu yang bisa diekstrak. Rendemen itu 

nomalnya bisa sampai 12% dari berat tebu. Kalau kadar gula dalam tebu 

itu sendiri dinamakan pol (polarisasi). Jadi itu biasanya kadar gula dalam 

tebu dinyatakan persen pol. Tebu yang ada di Indonesia beberapa tahun 

terkhir ini rendemennya hanya berkisar 6-8. 

Apa latar belakang dan tujuan sistem bagi hasil tersebut ? 

- Karena kita disini melakukan kerjasama bersama, maka kita melakukan 

sistem bagi hasil. Jadi apabila memperoleh keuntungan kita dapat 

merasakannya bersama, begitupula sebaliknya apabila sedang mengalami 

kerugian kita juga dapat menanggungnya bersama. Jadi tujuan dari sistem 

bagi hasil tersebut agar masing-masing pihak yang bekerjasama yaitu 

petani dan juga pabrik gula dapat melakukan tugasnya seoptimal mungkin 

agar memperoleh keuntungan yang dapat dirasakan bersama. 

Kerjasama yang diterapkan di pabrik gula Toelangan ini apa saja? 

- Untuk kerjasama kita disini menggunakan kemitraan dan sewa lahan. 

Tetapi diantara keduanya kita lebih banyak menggunakan sistem 

kemitraan. Sedangkan kemitraan yang ada saat ini itu terbagi menjadi dua 

yaitu kemitraan tebu rakyat murni dan tebu rakyat mandiri. 

Adakah perbedaan dari kemitraan tebu rakyat murni dan tebu rakyat mandiri ? 

- Sistem yang ada diantara keduanya itu sebenarnya hampir sama, hanya 

saja perbedaan ada di modal. Kalau tebu rakyat mandiri itu modal berasal 

dari petani itu sendiri, kalau tebu rakyat murni modal petani itu berasal 

dari bantuan pabrik gula. Maksut dari bantuan disini bukan pabrik gula 



yang memberi modal kepada petani, tetapi pabrik gula disini 

berkedudukan sebagai penjamin dana atau avalis. Jadi petani mendapat 

bantuan dana dari Bank melalui perantara pabrik gula sebagai avalisnya. 

Jika seperti itu, lalu bagaimana sistem bagi hasinya? 

- Untuk sistem bagi hasilnya itu sama saja, petani mendapat 66% dan pabrik 

gula mendapat 34%.  Dari 66% milik petani itu 10% nya kita bagi berupa 

gula dan 90% nya kita lelang bersama dengan tebu milik pabrik gula yang 

presentasenya 34% itu tadi. Nah seteah di lelang petani mendapat uang 

tunai dari hasil penjualan/pelelangan itu tadi. Untuk tebu rayat manditi 

uang tunai tersebut akan langsung diberikan karena itu sudah menjadi hak 

petani. Tetapi untuk yang tebu rakyat murni, uang hasil lelangan itu tadi 

digunakan untuk membayar kredit atas modalnya dan sisanya akan 

diberikan kepada petani. 

Sedangkan untuk sistem lelang gula itu bagaimana? 

- Biasanya urusan jual-menjual gula ini yang lebih berwenang adalah 

direksi. Untuk lelang gula, pabrik gula hanya mnyediakan fasilitas untuk 

bertemunya petani dan pihak yang akan membeli gula. petani diwadahi 

oleh APTR (asosiasi petani tebu rakyat). Dan yang menentukan harga gula 

itu adalah APTR itu beserta pihak yang akan membeli. Untuk penentuan 

harga sendiri itu didasari dengan harga dasar gula yang telah ditentukan 

oleh pemerintah. Harga dasar gula (HD) itu berubah-ubah, untuk tahun 

kemeren itu mencapai Rp. 8.500.- akan tetapi harga lelang gula biasanya 

lebih rendah dari harga dasar gula itu tadi. Banyak faktor yang mendasari 

hal itu, diantaranya karena kualitas gula yang kurang bagus dan kebijakan 

pemerintah yang kurang mendukung pergulaan di Indonesia. 
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Apakah jasa giling dikenakan PPN? 

- Secara normatif pajak merupakan ketentuan berdasarkan undang-undang, 

tentu ada hal yang mendasari sehingga itu sifatnya mengikat dan harus 

dipatuhi. Menurut versi pajak, jasa giling tebu itu memang diakui sebagai 

jasa kena pajak karena jasa giling tidak ada dalam negative list atau daftar 

pengecualian jasa tidak kena pajak dalam UU PPN. Jadi apabila dilihat 

dari kacamata pajak pihak kantor pajak pun benar apabila mengakui jasa 

giling tebu merupakan jasa kena pajak. Akan tetapi dalam realitanya 

penggilingan tebu itu tidak sama dengan penggilingan padi, karena 

didalam penggilingan tebu menjadi gula, disitu mengalami proses yang 

cukup panjang. Pajak mengenakan jasa giling tebu tersebut karena mereka 

mempersamakan antara penggilingan yang terjadi dari padi menjadi beras 

dan tebu menjadi gula. 

Melihat realita yang seperti itu bagaimana tanggapan dari pabrik gula? 

- Pabrik gula sangat keberatan atas adanya PPN jasa giling tebu apabila 

penggilingan tebu menjadi gula dipersamakan dengan penggilingan padi. 

Jadi kami menolak terhadap pemungutan PPN atas jasa giling tersebut, hal 

itu tidak fair karena didalam prosesnya itu sangat jauh berbeda dan tidak 

sama. Didalam proses tebu menjadi gula disitu terdapat sebuah kerjasama 

yang tidak ada dalam penggilingan padi menjadi beras. Jadi tebu tersebut 

bukan hanya milik petani, tetapi pabrik gula juga memiliki hak atas tebu. 

Jadi tebu itu milik kami berdua ( pabrik gula fan petani), jadi tidak ada 

penyerahan waktu tebu tersebut digiling di pabrik gula. 

 

 



Antara petani dan pabrik gula terdapat kerjasama yang bagaimana? 

- Antara petani dan pabrik gula itu terdapat kerjasama bersama, hal itu 

dimulai dari proses pra tanam sampai setelah tebu digiling menjadi gula. 

untuk proses pratanam pabrik gula memberikan bantuan pinjaman kepada 

petani. Bantuan pinjaman disini pabrik gula bukan memberikan modal, 

pabrik gula menjadi avalis atau sebagai penjamin atas modal dari bank 

yang diberikan kepada petani. Karena sebagai avalis pabrik gula memiliki 

resiko apabila petani tidak bisa mengembalikan kredit modal dari bank 

mungkin karena gagal panen, maka pabrik gulalah yang akan menanggung 

semua kredit tersebut kepada bank. Pabrik gula juga memberikan bantuan 

untuk pengolahan lahan sebelum ditanam, seperti itulah bantuan pabrik 

gula sebelum adanya proses tanam tebu. 

- Setelah itu, dalam proses tanam pabrik gula juga memberikan penyuluhan 

dan bimbingan kepada petani dari mulai teknik pemilihan bibit sampai, 

teknik tanam tebu, teknik pemupukan agar tebu yang dihasilkan bisa 

memiliki kualitas yang bagus.  

- Bahkan saat panen, pabrik gula juga memberikan bantuan berupa 

menejemen tebang angkut dan jasa angkut. Hal itu berguna agar tebu yang 

digiling dalam keadaan yang optimal. Karena setelah ditebang apabila 

tidak segera digiling maka tebu akan mengalami penurunan rendemen. 

Dalam tebu memliliki rendemen didalamnya, katakanlah rendemennya 9 

bisa jadi setelah digiling rendemen yang awalnya 9 akan mengalami 

penurunan antara dan menjadi sektar 8,8 saja hal itu karena pengaruh dari 

mesin. Akan tetapi petani tidak mau tahu akan hal itu, saat rendemen 

tebunya berda pada angka 9 maka petani juga menginginkan hasilnya juga 

sama, maka pabrik gula yang menanggung kerugian itu. Setelah digiling 

menjadi gula, pabrik gula juga memberikan tempat penyimpanan gula 

tanpa menarik beban sewa kepada petani. Walaupun dalam penyimpanan 

itu terdapat tenggang waktu karena faktor kemampuan dalam menampung 

gula juga terbatas. 



- Setelah tebu menjadi gula pabrik gula memfasilitasi petani yang diwadahi 

oleh APTR untuk melelang/menjual gulanya. Dalam proses ini semua 

mekanisme diserahkan kepada petani, entah itu harga jual gula diatas atau 

dibawah harga pasar semua tergantung oleh petani atau APTR itu tadi. 

- Setelah dijual oleh APTR gula posisinya masih berada di pabrik gula, 

kemudian  dalam pelayanan pengambilan gula tersebut pabrik gula juga 

masih memberikan bantuan dalam penghitungan dan administrasinya agar 

tidak terjadi kesalahan dalam proses pengambilannya, seperti itulah proses 

kerjasama yang terjalin antara petani dan pabrik gula. 

Apakah pabrik gula menyetorkan PPN atas jasa giling tebu tersebut? 

- Pabrik gula tidak pernah menyetorkan PPN atas jasa giling tebu, PPN ini 

muncul setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak. Sejak adanya 

pemeriksaan di tahun 2001 oleh DJP, terdapat temuan hutang PPN atas 

jasa giling tebu karena pabrik gula tidak pernah menyetorkan PPN atas 

jasa giling tebunya. PPN atas jasa giling tebu ini dikenakan atas bagi hasil 

sebesar 34%, jadi didalam bagi hasil tersebut terdapat PPN sebesar 10%.  

Apa alasan pabrik gula melakukan penolakan dalam penunggakan pembayaran 

PPN jasa giling tersebut? 

- Karena tebu itu bukan sepenuhnya milik petani, tetapi pabrik juga 

memiliki nak atas tebu. Jadi tebu tersebut adalah milik berdua karena 

diantara petani dan pabrik gula melakukan kerjasama usaha atau kemitraan 

yang porosesnya cukup panjang seperti yang sudah saya paparkan 

sebelumnya. 

- Dalam sistem sewa lahan, secara keseluruhan tebu tersebut adalah milik 

pabrik gula. Tidak tepat apabila tetap dikenakan PPN jasa giling.  

Bagaimana sikap DJP melihat hal itu? 

- Dari DJP sendiri ada ketidakkonsistenan setelah adanya pemeriksaan, 

kemudian ditahun-tahun selanjutnya sikap DJP istilahnya kalau pun ini 

aturan seharusnya DJP berupayah untuk menegakkan aturan itu, akan 

tetapi mereka diam saja dan cenderung membiarkan hal itu terjadi. Jadi 

sampai sekarang pun masalah tentang PPN jasa giling masih belum jelas. 



Sehingga sekarang kami tidak pernah mencatat PPN atas jasa giling tebu. 

Sebetulnya antara DJP dan pabrik gula pernah mengadakan pertemuan 

guna membahas permasalahan mengenai PPN jasa giling tebu ini. Akan 

tetapi sampai sekarang belum ditemukan solusi yang tepat, pemerintah pun 

juga belum mengeluarkan kebijakan terbarunya mengenai masalah ini. 

Apabila PPN jasa giling tersebut akan ditindak tegas oleh pihak pajak, adakah 

pengaruhnya terhadap kondisi keuangan pabrik gula? 

- PPn jasa giling tebu ini jelas membebani karena pabrik gula harus 

membayar PPN jasa giling yang mana tebu tersebut merupakan milik 

bersama atau dengan kata lain pabrik berhak atas tebu tersebut. Dan 

kalaupun dikenakan PPN jasa giling tebu maka seharusnya yang 

dikenakan adalah petani karena dia tidak punya penggilingan. Akan tetapi 

disini pabrik gula justru yang menanggung PPN itu yang jelas akan 

mngurangi keuntungan jatah bagi hasil yang diterima pabrik gula. 

Apa rekomendasi pabrik gula atas kebijakan PPN jasa giling ini? 

- Seluruh pabrik gula telah beberapa kali bertemu dengan DJP dan BPK, 

pabrik gula selaku wajib pajak tetap tidak bersedia dikenakan PPN atas 

jasa giling tebu karena antara petani dan pabrik gula melakukan kerjasama 

berupa kemitraan. Dan apabila hal itu btetap dikenakan sebagai wajib 

pajak bukankah pabrik gula yang berhak memungut PPN tersebut kepada 

petani, akan tetapi peraturannya PPN tersebut dikenakan atas bagi hasil 

yang di terima pabrik gula. Seharusnya pemerintah mengkaji lagi 

peraturan tersebut, jangan sampai peraturan memberatkan pabrik gula. 

Apalagi kondisi pabrik gula di Indonesia pun juga sangat memprihatinkan. 
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